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Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis 

usaha: 

a. Pembangkitan tenaga listrik 

b. Transmisi tenaga listrik 

c. Distribusi tenaga listrik 

d. Penjualan tenaga listrik 

 

• Diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) 

yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur (sesuai UU No 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah). 

• IUPTL untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan 

tenaga listrik yang terintegrasi, harus dilengkapi penetapan wilayah usaha 

yang ditetapkan oleh Menteri.  

• Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan 

oleh BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya masyarakat yang 

berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 

 

 

 

Dapat dilakukan secara 

terintegrasi berdasarkan 

wilayah usaha (PPU) 
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Wilayah Usaha                  

Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2012 

 Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi 

dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 

 Hanya satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. 

 Pemegang Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik atau jaringan 

distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik di dalam 

wilayah usahanya. 

Keputusan MESDM 634-12/20/600.3/2011 

 Wilayah Usaha PT PLN (Persero) meliputi seluruh wilayah RI kecuali yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah usaha bagi BUMN lainnya, BUMD, 

Badan Usaha Swasta, atau Koperasi. 

Wilayah usaha dapat ditetapkan oleh Menteri dalam hal: 

1. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang 

sudah ada; 

2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga 

listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan 

yang baik; atau 

3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh 

Wilayah Usahanya kepada Menteri. 
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KELENGKAPAN 
DOKUMEN 

PERSYARATAN 
(Permen ESDM No. 28 

Tahun 2012) 
 

1. Identitas Pemohon 
2. Pengesahan badan usaha 

dari instansi yang 
berwenang 

3. Profil perusahaan 
4. NPWP 
5. Kemampuan pendanaan 
6. Batasan wilayah usaha 

dan peta lokasi yang 
dilengkapi dengan titik 
koordinat 

7. Analisis kebutuhan dan 
rencana usaha 
penyediaan tenaga listrik 
di wilayah usaha yang 
diusulkan 

8. Rekomendasi dari 
gubernur setempat di 
wilayah yang diusulkan. 

 
 

 

Pengelola Apartemen Pelayanan Terpadu Satu 
 Pintu BKPM 

(Permen ESDM No 35/2014) 
 

berkoordinasi dengan: 

Pemerintah Provinsi 

PT. PLN 
(Persero) 

Penetapan  
Wilayah Usaha  

Rekomendasi 
Wilayah Usaha  

Prosedur Penetapan Wilayah Usaha   

Penetapan Izin Usaha 
Penyediaan Tenaga 

Listrik 

DJK 
KESDM 
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Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk 
Kepentingan Umum (IUPTL) 

Pembagian Kewenangan Penerbitan 

 

 

 

MENTERI 

GUBERNUR 

• BUMN (PLN); 

• Badan usaha yang wilayah usahanya 

lintas Propinsi; 

• Badan usaha yang menjual tenaga listrik 

kepada pemegang izin usaha yang 

diterbitkan Menteri. 

• Badan usaha yang wilayah usahanya 

dalam Daerah Propinsi. 

• Badan usaha yang menjual tenaga listrik 

kepada pemegang izin usaha yang 

diterbitkan Gubernur 
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Kewenangan Berkaitan Penerbitan IUPTL 

 

 

 

 

1. Penetapan tarif tenaga listrik (TL) 

untuk konsumen  

2. Penetapan persetujuan harga jual TL 

dan sewa jaringan 

3. Penetapan izin pemanfaatan jaringan 

TL untuk kepentingan telematika 

4. Pembinaan dan pengawasan 

5. Penetapan sanksi administratif 

MENTERI 

GUBERNUR 

Penerbit IUPTL 

Kewenangan 
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• Dalam hal pengelola apartemen meneruskan seluruh biaya 

terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik 

untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan 

bersama tanpa diperoleh margin keuntungan, maka pengelola 

dikategorikan tidak menjual listrik.     

• Dalam hal pengelola apartemen meneruskan seluruh biaya 

terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik 

untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan 

bersama dengan tambahan margin keuntungan tertentu, 

maka pengelola dikategorikan menjual listrik, dan karenanya 

harus memiliki penetapan wilayah usaha dan memperoleh izin 

usaha penyediaan tenaga listrik dimana tarifnya ditetapkan oleh 

Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.  

Penyambungan Tenaga Listrik  
di Rumah Susun/Apartemen 
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